e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 9 No 6 Tahun 2022 Hal. : 2254-2271

@ NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, E-GOVERNMENT
DAN ORGANISASI AGILITY TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN

DALAM MENGHADAPI ERA NEW NORMAL

Eka Fitri Setiawan, Faisal Marzuki, Yudi Nur Supriadi, Mahendro Sumardjo

Prodi Manajemen, Program Magister, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Veteran Nasional Jakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis motivasi kerja di Lingkungan Politeknik [lImu Pemasyarakatan. Tujuan
penelitian untuk membuktikan dan menganalisis Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, E-
Government Dan Organisasi Agility Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Di Lingkungan Politeknik
[Imu Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Era New Normal. Penelitian ini bersifat Kuantitatif
dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden dari Pegawai di Lingkungan Politeknik
[Imu Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan
program Smart-PLS 3.0. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) Kepemimpinan
transformasional tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai politeknik ilmu
pemasyarakatan dalam menghadapi era new normal (2) E-government berpengaruh signifikan
terhadap motivasi kerja pegawai politeknik ilmu pemasyarakatan dalam menghadapi era new
normal (3) Organisasi agility tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai
politeknik ilmu pemasyarakatan dalam menghadapi era new normal dan (4) Kepemimpinan
transformasional, e-government dan organisasi agility secara bersama-sama berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap motivasi kerja pegawai politeknik ilmu pemasyarakatan
dalam menghadapi era new normal.
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PENDAHULUAN

Organisasi merupakan kesatuan
sosial yang dikoordinasikan secara sadar
dengan sebuah batasan yang reaktif
dapat diidentifikasikan, bekerja secara
terus menerus untuk mencapai tujuan
Robbins, (2008). Organisasi berisikan
orang-orang yang mempunyai
serangkaian aktivitas yang jelas dan
dilakukan secara berkelanjutan guna
mencapai tujuan organisasi. Semua
tindakan yang diambil dalam setiap
kegiatan ditentukan oleh manusia yang
menjadi anggota organisasi, dimana
manusia sebagai pendukung utama
setiap organisasi, apapun bentuk
organisasi itu (Mulyadi dan Rivai, 2009).

Suatu  organisasi  didirikan
dengan berbagai macam tujuan yang
telah ditetapkan. Tujuan yang ingin
dicapai oleh organisasi atau perusahaan,
dipengaruhi oleh adanya kerja sama
antar karyawan yang harmonis dalam
menyelesaikan tugas. Semakin harmonis
kerja sama yang dilakukan para
karyawan, semakin tinggi juga kinerja
yang dicapai oleh karyawan tersebut.
Akan tetapi kenyataannya, suasana kerja
diantara karyawan tidaklah selalu
tercipta dengan baik. Banyak faktor yang
menyebabkan tidak terciptanya
hubungan yang harmonis seperti
ketidaksamaan  prinsip,  khususnya
mengenai cara untuk mencapai tujuan
organisasi. Harold (2009) menyebutkan,
ketika  orang-orang dalam  suatu
organisasi berkolaborasi dalam bekerja,
maka bisa saja muncul terjadinya konflik
atau perselisihan. Jika konflik ini tidak
dapat diatasi dengan menggunakan
kecerdasan emosional yang tinggi, maka
konflik akan  berkelanjutan dan
menimbulkan stres dalam bekerja.

Salah satu aset penting dalam
organisasi adalah Sumber Daya Manusia
(SDM) yang dimiliki oleh organisasi. SDM
bagi organisasi menjadi hal yang penting
karena  dapat menjadi = sumber
keunggulan kompetitif yang signifikan.
Hal ini berlaku disemua organisasi baik
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itu publik maupun privat. Sumber Daya
Manusia menjadi human capital, seperti
penelitian yang telah dilakukan lebih
dari 2.000 perusahaan global,
menyimpulkan bahwa SDM yang
berorientasi pada manusia memberi
organisasi keunggulan dengan
menciptakan nilai pemegang saham yang
superior. Studi lain menemukan bahwa
71 persen CEO mengatakan bahwa
"modal manusia" mereka adalah sumber
utama nilai ekonomi yang
berkelanjutan.(Robbins & Coulter, 2015)

Kedua, Human Resource
Information Management (HRM)
merupakan bagian penting dari strategi
organisasi. Keberhasilan kompetitif
melalui orang- orang berarti manajer
harus mengubah cara mereka berpikir
tentang karyawan mereka dan cara
mereka memandang hubungan kerja.
Mereka harus bekerja dengan orang dan
memperlakukan mereka sebagai mitra,
bukan hanya sebagai biaya yang harus
diminimalkan atau dihindari. [tulah yang
dilakukan  oleh  organisasi  yang
berorientasi pada orang seperti
Southwest Airlines dan W. L. Gore.

Politeknik [Imu Pemasyarakatan
(Poltekip) merupakan suatu sekolah
kedinasan dibawah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang bertugas
mencetak kader pemimpin yang
nantinya bekera pada unit pelaksana
teknis dibawah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan. Poltekip melaksakan
pendidikan dengan menganut tri dharma
perguruan tinggi yaitu Pengajaran,
Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat. Tujuan dari
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan adalah untuk meningkatkan
kompetensi agar dapat menuju ke arah
yang lebih baik sehingga kompetensi
ideal yang mendukung setiap
pelaksanaan pekerjaan pegawai dapat
tercapai nantinya.

Dalam manajemen Kinerja,
faktor manusia adalah yang paling
menentukan suatu organisasi. Hal ini
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dikarenakan setiap aktivitas kerja
organisasi dilakuka oleh sumber daya
manusianya, tanpa adanya SDM yang
handal proses bisnis organisasi akan
kurang maksimal. Setiap instasi baik di
sektor publik maupun swasta tentunya
membutuhkan sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi tinggi,
memiliki kecakapan dalam bidang
tugasnya, memiliki pengetahuan dan
mempunyai kemampuan pengambilan
keputusan yang tepat. Diperlukan
kemampuan dan kompetensi yang baik
dari seorang pemimpin dalam mengelola
aset sumber daya manusia yang dimiliki
oleh organisasi sehigga dapat
memberiakn hasil yang baik kepada
organisasi. Keberhasilan organisasi
ditetukan oleh peranan kepemimpinan
yang baik dan didorong oleh kinerja yang
baik dari seluruh komponen pegawai
sehingga  tercipta suatu  kondisi
kestabilan proses kerja organisasi. Hal
ini tentunya akan berimplikasi pada
proses bisnis organisasi yang akan
memiliki output yang optimal dan
mendorong kemajuan organisasi.

Keberhasilan suatu organisasi
dalam mencapai tujuan ditentukan oleh
kepemimpinan dari seorang pemimpin,
hal ini dikarenakan kepemimpinan
merupakan inti dari organisasi (Kartono,
2010). Apabila seorang pemimpin dapat
dengan baik memahami peranannya
maka dia mampu menggerakkan semua
sumber daya yang dimiliki oleh
organisasi baik itu SDM, keuangan
sarana dan prasarana lainnya secara
efektif dan efisien melalui proses
manajemen yang tepadu, terarah dan
terencana. (Busari, Khan, Abdullah, &
Mughal, 2019).

Gaya kepemimpinan dari
seorang pemimpin merupakan salah satu
faktor keberhasilan dalam suatu
organisasi. Hal ini  dikarenakan
pemimpin akan menjadi role model yang
akan ditiru oleh anggota yang
dipimpinnya sehingga gaya

kepemimpinan secara tidak langsung
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akan berimplikasi pada pembentukan
kualitas sumber daya manusia yang

dimiliki oleh organisasi. Tentunya
dengan adanya sumber daya manusia
yang handal akan mempermudah

organisasi dalam pencapaian visi dan
misinya. Salah satu peran penting
seorang pemimpin yakni membawa
perubahan positif terhadap organisasi.
Pemimpin harus mampu mengahadapi
berbagai tantangan dan persoalan yang
dihadapi oleh organisasi sehingga
diperlukan kemampuan adaptasi
seorang pemimpin terhadap perubahan
yang terjadi.Selain itu pemimpin harus
menjadi  aktor yang membawa
perubahan kepada organisasi serta
mejadi role model perubahan itu sendiri.

Gaya kepemimpinan Millenial
Transformational Leadership
merupakan salah satu cara menghadapi
perubahan dan  menyikapi sifat
karyawan yang proaktif.
Transformational Leadership sendiri
merupakan suatu gaya kepemimpinan
yang transformasional, hal ini dilakukan
untuk adanya tranformasi organisasi
menjadi lebih baik sehingga kinerja yang
dilakukan akan lebih maksimal di masa
depan (Priansi, 2011).

Revolusi modern dan membuka
banyak kemungkinan baru di sebabkan
oleh Teknologi Informasi (TI). Dewasa
ini, penggunaan TI dan Sistem Informasi
(SI) merupakan kebutuhan di setiap
organisasi. Faktor dampak TI dalam
organisasi yang merupakan kunci sukses

termasuk  Manajemen Pengetahuan
(KM), budaya pembelajaran, dan
ketangkasan organisasi (Farahi dan

Tanha, 2010).

Salah satu bagian dari Teknologi
Informasi yang memiliki pengaruh
terhadap perkembangan Organisasi
adalah E-Government. Dalam kerjanya E-
Government tidak lepas dari Teknologi
Informasi khususnya perangkat Internet
dalam rangka meningkatkan layanan
yang diberikan kepada masyarakat. Hal
ini pada dasarnya merupakan upaya
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organisasi untuk senantiasa antara pemimpin dan pengikut harus
meningkatkan  performa pelayanan dilakukan. Kepercayaan pengikut pada
menjadi lebih baik pemimpin diusulkan untuk
meningkatkan hasil kerja pengikut yaitu,

Selain dari sebuah bentuk perilaku kerja kontraproduktif terhadap

penggunaan media E-Government pada
sebuah organisasi, yang tidak kalah
penting adalah peran serta kesiapan
individu karyawan di dalamnya. Peran
individu-individu dalam organisasi yaitu
SDM sebagai pelaksana persandian,
merupakan faktor penggerak yang harus
pula berperan aktif menghadapi dan
melaksanakan perubahan organisasi
persandian saat ini. Pegawai persandian
harus terikat dalam komitmen bersama
untuk mendukung perubahan organisasi
dan tugastugas baru persandian daerah.
Vidal (2007) menjelaskan bahwa
keterikatan pegawai (employee
engagement) memiliki peranan dalam
keberhasilan implementasi perubahan
organisasi terutama yang berskala besar
dan melibatkan seluruh elemen dari
organisasi.

Presensi kehadiran sebagai
bentuk  perwujudan  keikutsertaan
peranan Kkesiapan tugas dan tanggung
jawabnya dalam melaksanakan
tugasnya. Sebuah organisasi akan selalu
merekam kehadiran pegawainya sebagai
bentuk pemantauan terhadap tanggung
jawab yang harus diselesaikannya.
Apabila ada ketidakhadiran akan
berimbas kepada kesiapan organisasi
dalam  melaksanakan tugas dan
fungsinya secara optimal. Apabila
melihat rekap kehadiran pegawai dari
Poltekip dapat dilihat sebagai berikut :

Kesiapan untuk berubah pada
organisasi menjadi sorotan penting bagi
unsur pimpinan dalam melihat bentuk
layananan publik yang diberikan kepada
masyarakat. Kebijakan takstis yang
dikeluarkan dari pimpinan bersinergi
dengan arah dan harapan menjadikan

organisasi yang memiliki penilaian
positif di masyarakat dengan
mengoptimalkan  fasilitas  teknologi

perkantoran yang ada. ubungan positif
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organisasi, kinerja dalam peran, dan
kinerja  peran.(Muafi, = Fachrunnisa,
Siswanti, El Qadri, & Harjito, 2019)

Ada beberapa penelitian yang
mendukung atau membenarkan situasi
yang terjadi pada Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan ini (Gap Research), ada
juga penenelitian terdahulu yang sesuai

dengan teori yang ada. Menurut
(Soehardi, n.d.) penelitian menunjukkan
bahwa transformational leadership

mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap readiness for change pada
karyawan PT. Suparma Tbk secara
langsung yang ditandai dengan nilai
signifikansi sebesar 0.008 (<a = 0.05).
Sebuah organisasi tentunya tidak hanya
memerlukan seseorang yang dapat
memimpin dengan baik, tetapi harus
pula diikuti tersedianya pegawai yang
memiliki rasa  engaged  dengan
pekerjaan. Dengan adanya kejadian ini
menunjukan bahwa peran pimpinan
memiliki pengaruh terhadap kesiapan
untuk berubah dan mempersiaapkan
organisasinya menjadi lebih baik.
Menurut penelitian (Mahmoudi, 2015)
menyimpulkan bahwa ada hubungan

positif dan langsung antara E-
government dengan kelincahan
organisasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa G2G dan G2E di E-
government memiliki pengaruh terbesar
terhadap kelincahan bank. Hasil analisis
faktor = menunjukkan = bahwa  E-
government memiliki kekuatan prediksi
terhadap kelincahan bank-bank BUMN.
Tentu hal ini akan berdampak jika
diimplementasikan pada organisasi kita,
jika secara teknologi perkantoran sudah
dapat memaksimalkan sarana prasarana
yang ada akan berdampak kepada

kelincahan organisasi dalam
melaksanakan  tugas pokok dan
fungsinya.
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Menurut (Asbari, Hidayat, &
Purwanto, 2021) menyimpulkan bahwa
terbukti bahwa variabel kepemimpinan
transformasional memiliki berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kesiapan
untuk berubah dan kinerja karyawan.
Selain itu, kesiapan untuk perubahan
juga berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan. Studi ini juga
menyimpulkan bahwa kesiapan untuk
berubah merupakan mediator pengaruh
kepemimpinan transformasional
terhadap kinerja karyawan. Studi ini
berkontribusi pada literatur ilmiah
tentang kinerja karyawan dengan
mengembangkan dan memvalidasi
model penelitian yang mendeskripsikan
hubungan dan pengaruh kepemimpinan
transformasional, kesiapan untuk
perubahan, dan kinerja karyawan di
salah satu organisasi perusahaan swasta
di Indonesia.

Menurut (Mahendrati &
Mangundjaya, 2020) membuktikan
bahwa kesiapan teknologi
mempengaruhi  hubungan kesiapan
individu untuk berubah menjadi
komitmen afektif berubah, meski hanya
dimediasi sebagian dan tidak diam-diam
powerfull dimediasi. Hasil penelitian ini
diharapkan untuk memberikan
informasi baru dan menambah kekayaan
literatur terkait dengan pesatnya
perkembangan dan penggunaan TI di
berbagai bidang.

Menurut (Permana, Maulina,
Purnomo, Qosasi, & Miftahuddin, 2019)
memiliki hasil penelitian kepemimpinan
transformasional milenial tidak memiliki
hubungan positif langsung dengan
kinerja  organisasi; = kepemimpinan
transformasional milenial memiliki
hubungan positif langsung dengan
kelincahan organisasi; kepemimpinan
transformasional milenial memiliki
hubungan positif langsung dengan
kapabilitas TI. Kemampuan TI memiliki
hubungan positif langsung dengan
kelincahan organisasi; Kelincahan
organisasi memiliki hubungan positif
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langsung dengan kinerja organisasi pada
startup perikanan di Indonesia pada era
pandemi ini.

Menurut (Muafi et al, 2019)
penelitian ini memberikan kontribusi
terhadap perkembangan teori dimensi
masyarakat dalam memediasi hubungan
antara pemberdayaan kepemimpinan
dan kesiapan individu untuk berubah.
Kepemimpinan yang memberdayakan
diyakini sebagai pencipta dimensi orang
seperti keterlibatan karyawan, motivasi
intrinsik dan pertukaran pemimpin dan
anggotanya.

Pada awal tahun 2020 menjadi
permulaan wabah virus penyakit yang
melanda warga dunia khususnya
Indonesia, virus tersebut dinamakan
coronavirus disease that was discovered
2019 atau lebih sering disebut sebagai
Covid-19. Peyakit ini awal ditemukan di
kota Wuhan, China dan terus menyebar
ke seluruh penjuru dunia termasuk
Indonesia. Organisasi World Healt
Organiasasi (WHO) yang merupakan
badan kesehatan dunia melaporkan
bahwa Covid-19 merupakan sebuah
pandemic global. Percepatan penularan
virus ini menyebabkan  dampak
kematian serta  kerugian materil
sehingga berpengaruh terhadap kualitas
ekonomi masyarakatnya.

Ditengah pandemi Covid-19
berbagai kebijakan pemerintah, dimulai
dari pemberlakuan Pembelajaran Jarak
Jauh (PJ]) bagi pelajar dan mahasiswa
sampai dengan pemberlakuan WFH
(Work From Home) bagi karyawan. Hal
ini tentu perlu penyesuaian dan waktu
untuk menjadikan sebuah pola tatanan
hidup baru (New Normal) khususnya
masyarakat pekerja yang harus dapat
menyesuaikan diri serta kebiasaan hidup
yang baru. Dimulai dari pola hidup sehat
yang harus senantiasa diterapkan seperti
penggunaan masker, cuci tangan dan
handsanitizer menjadi rutinitas yang
tidak terpisahkan oleh kondisi di tengah
pandemi. Kemudian
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Adapun kondisi yang sesuai
pada lapangan khususnya pada unit
pelaksana teknis yang akan diteliti,
memberikan gambaran bahwa kesiapan
organisasi dalam menyambut kegiatan
Era New Normal belum secara sempurna
dipersiapkan. Dimulai dari beberapa
bentuk kebijakan pimpinan dalam
melaksanakan kegiatan belum dapat
membedakan antara di masa pandemi
dengan kondisi normal. Terlihat juga dari
mulai kesiapan sarana dan prasarana
penunjang yang seharusnya
mempertahankan kualitas akan protokol
kesehatan. Selain itu juga tantangan
dimasa New Normal semua kegiatan
hampir diarahkan pada basis Online dan
Digital, sedangkan prasarana penunjang
perkantoran dan kesiapan SDM yang ada
pun tidak bisa sepenuhnya mengikuti
perkembangan tersebut. Masih adanya
segelintir generasi karyawan yang masih

belum bisa menyesuaikan dengan

kondisi serta sistem kerja yang

diterapkan pada perusahaanya.
Berdasarkan fenomena serta

uraian permasalahan tersebut diatas
peneliti memiliki pandangan untuk
meneliti dan melihat sejauh mana
Pengaruh Kepemimpinan
Transformasional, E-Government dan
Organisasi Agility Terhadap Motivasi
Kerja Karyawan Di  Lingkungan
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Dalam
Menghadapi Era New Normal.

METODE PENELITIAN

Jenis data pada penelitian ini
adalah data kuantitatif. = Menurut
(Sugiyono, 2019), data Kkuantitatif
merupakan jenis data yang sifatnya
numerik atau berupa angka yang dapat
dianalisis menggunakan statistik dengan
tujuan untuk membuktikan hipotesis
yang sudah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, data yang
diteliti adalah data primer dan sekunder
sebagai berikut:

1. Data Primer
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Data primer adalah sumber data
yang diberikan secara langsung kepada
pengumpul data (Sugiyono, 2019). Data
primer dalam penelitian ini didapatkan
dengan menggunakan teknik observasi

dan penyebaran kuesioner kepada
Pegawali Politeknik [Imu
Pemasyarakatan = untuk  menjawab

permasalahan dan tujuan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber
data yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data dari
berbagai sumber seperti buku, media
internet atau jurnal-jurnal terdahulu
yang sejalan dengan topik penelitian ini
(Sugiyono, 2019:194). Data sekunder
dalam penelitian ini yaitu diambil dari
beberapa jurnal yang berhubungan
dengan Motivasi Kerja, Kepemimpinan
transformasional, E-Government dan
Organisasi Agility. Teori-teori yang
dipakai dalam penelitian ini diperoleh
dari buku-buku terkait variable yang

digunakan.

Dalam penelitian ini,
pengumpulan data menggunakan teknik
angket atau kuesioner. Kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara memberikan
serangkaian pertanyaan/pernyataan
tertulis kepada responden untuk dijawab
atau ditanggapi (Sugiyono, 2019). Dalam

penelitian ini, kuesioner ditujukan
kepada pegawai di  Lingkungan
Politeknik  Ilmu  Pemasyarakatam.

Kuesioner dalam bentuk google form
yang dapat diakses menggunakan link
yang akan disecarkan oleh peneliti
melalui forum group Whatsapp atau
personal chat masing-masing pegawai .
Skala pengukuran yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
skala likert. Skala likert yang digunakan
untuk mengukur pendapat ataupun
persepsi, sikap seseorang maupun
kelompok mengenai fenomena sosial.
Dengan menggunakan skala likert,
variabel yang akan diukur dijabarkan
menjadi  indikator variabel, yang
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selanjutnya indikator-indikator tersebut
akan dijadikan tolak ukur untuk
menyusun item-item instrumen
penelitian berupa pertanyaan atau
pernyataan (Sugiyono, 2019).

Dari jawaban masing-
masing item instrumen dengan skala
likert mempunyai gradasi dari sangat
positif sampai sangat negatif, yang dapat
berupa kata-kata yang dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:

Teknik  Analisis Data ini
menggunakan Statistik Deskriptif dan
Partial Least Square (PLS) dengan
memakai PLS sebaga berikut:

1. Melakukan perancangan
model structural (Inner Model)

2. Merancang model
pengukuran (Outer Model)

3. Mengkonstruksi diagram
jalur

4. Konversi diagram jalur ke
system persamaan

5. Parameter estimasi
(weight, koefisien jalur, dan loading)

6. Evaluasi goodness of fit

7. Pengujian Hipotesis
(Resampling Bootstraping)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kepemimpinan

Transfor- masional terhadap motivasi
kerja  Karyawan Di  Lingkungan
Politeknik [Imu Pemasyarakatan dalam
menghadapi era new normal.

Hasil pengujian variabel
kepemimpinan transformasional
terhadap Motivasi Kerja Pegawai
Politeknik [Imu Pemasyarakatan

menunjukkan original sampel sebesar
0,200 atau 20% dengan nilai t-hitung
dibandingkan dengan t-tabel sebesar
0,844 < 1,675 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,377 > 0,05. Sehingga dapat
diartikan bahwa kepemimpinan
transformasional tidak berpengaruh
signifikan terhadap motivasi Kkerja
pegawai Politeknik [Imu
Pemasyarakatan = dengan  besarnya
hubungan yaitu 20%. Hal ini tidak sejalan
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dengan penelitian yang dilakukan oleh
Purnamasari dkk (2019); Edward
(2016); Roza dkk (2017) dalam
penelitiannya  menyatakan = bahwa
Kepemimpinan Transformasional
berpengaruh signifikan terhadap
motivasi kerja.

Dalam penelitian ini terdapat
nilai indikator tertinggi KT9 yaitu
kepemimpinan transformasional dengan
nilai sebesar 4,652 yang menyatakan
organisasi yang maju memiliki pimpinan
yang progresif. Artinya responden dalam
hal ini menghendaki adanya pempimpin
yang progresif dalam menjalankan
kepemimpinannya terutama terkait
dengan indikator progresif. Hal ini
karyawan Politeknik [Imu
Pemasyarakatan menghendaki
pemimpin yang progresif yang dapat
membawa perubahan organisasi yang
lebih baik dan maju.

Sedangkan pada indikator yang
bernilai terendah KT10 kepemimpinan
transformasional dengan indikator
visioner dengan pernyataan pemikiran
pimpinan dapat mempengaruhi
perencanaan kerja tahunan. Walaupun
nilai indikator visioner tergolong rendah
namun berkategori tinggi, dengan nilai
indikator visioner 0,828 dengan rata-
rata responden menjawab 5 atau sangat
setuju.

Hal ini sesuai dengan data
karakteristik responden wusia 18-25
tahun dengan potensi pegawai yang
memiliki semangat dan energi tinggi
untuk bekerja. Di sisi lain pegawai pada
rentang usia ini juga memiliki emosional
serta harapan adanya pemikiran
pimpinan yang bersifat progresif dan
dapat merencanakan kerja tahunannya
dengan baik supaya organisasi yang
dijalankan dapat mencapai tujuan secara
efektif dan efisien.

Selain itu dengan mayoritas
karyawan yang berada pada
karakteristik masa kerja 0-5 tahun, hal
ini mendorong karyawan yang dalam hal
ini tergolong masih baru menginginkan
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adanya pendampingan dan bimbingan
dari atasan secara rutin untuk dapat
melaksanakan perencanaan kerja yang
baik untuk membawa organisasi dalam
mencapai tujuan

B. Pengaruh E-Government
terhadap motivasi kerja Karyawan Di
Lingkungan Politeknik [Imu

Pemasyarakatan dalam menghadapi era
new normal.

Hasil pengujian variabel E-
Government terhadap Motivasi Kkerja
Pegawai Politeknik [Imu
Pemasyarakatan menunjukkan Original
Sampel sebesar 0,497 atau 49,7%
dengan nilai t-hitung dibandingkan
dengan t-tabel sebesar 2.284 > 1,675
dengan nilai signifikansi sebesar 0,023 <
0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa E-
Government berpengaruh signifikan
terhadap Motivasi kerja Pegawai
Politeknik [Imu Pemasyarakatan dengan
besarnya hubungan yaitu 49,7 %. Hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Khalil (2011); Koesharijadi,
Hardiyansyah, & Akbar (2019); Setyadi
(2019) dalam penelitiannya mendukung
terkahir e-Government terhadap
Motivasi Kerja.

Dalam penelitian ini terdapat
nilai indikator nilai tertinggi adalah
indikator EG4 Insfrastruktur bernilai

loading faktor sebesar 0,497 yang
menyatakan tersedianya fasilitas
internet yang memadai. Artinya
responden dalam hal ini pegawai

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sangat
setuju dengan adanya pelayanan fasilitas
berupa jaringan internet yang baik guna
menunjang tugas sehari-hari.
Sedangkan indikator dengan
nilai terendah  berada indikator
Kerangka Hukum sebesar 0,838 pada
EG2 dengan pernyataan tersedianya

regulasi mengatur  kegiatan e-
government. Walaupun nilai indikator
kerangka hukum tergolong rendah

dengan nilai 0,838 namun masih
tergolong kategori tinggi dengan rata-
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rata responden menjawab 5 atau sangat
setuju.

Responden sangat setuju dengan
aturan dan regulasi yang jelas terkait
dengan penggunaan pelayanan e-
government yang diberikan kepada
masyarakat yang  setiap  waktu
dilakukan. Hal ini tentu sejalan dengan
bentuk karakteristik pegawai yang
mayoritas merupakan lulusan S1,
dimana dalam pelaksanaan tugasnya
yang sangat dekat dengan penggunaan
teknlogi dan informasi.

Selain itu berdasarkan data
karakteristik pegawai yang mayoritas
berjenis kelamin laki-laki, hal ini tentu
mendukung adanya motivasi Kkerja
dengan kepadatan dan pekerjaan
lapangan, menjadikan tenologi dan
informasi sebagai sarana pendukung
mempermudah  karyawan  laki-laki
menyelesaikan pekerjaannya

C. Pengaruh Organisasi Agility
terhadap motivasi kerja Karyawan Di
Lingkungan Politeknik [Imu
Pemasyarakatan dalam menghadapi era
new normal.

Hasil pengujian variabel
organisasi agility terhadap Motivasi
Kerja Pegawai di Lingkungan Politeknik
[Imu Pemasyarakatan dalam
menghadapi era new normal

menunjukkan original sampel sebesar
0,252 atau 25,2% dengan nilai t-hitung
dibandingkan dengan t-tabel sebesar
1,052 < 2,012 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,293 > 0,05. Sehingga dapat
diartikan bahwa organisasi agility tidak
berpengaruh signifikan terhadap
motivasi kerja pegawai di Lingkungan
Politeknik [Imu Pemasyarakatan dalam
menghadapi era new normal. dengan
besarnya hubungan yaitu 25,2% hal
tersebut tidak sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Fridayani (2021)
dalam penelitiannya membahas
Kepemimpinan Adaptif Dalam Agilitas
Organisasi Di Era Adaptasi Kebiasaan
Baru ini memberikan  kerangka
konseptual dan analisis yang membahas
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bagaimana model kepemimpinan adaptif
menjadi model kepemimpinan yang
relevan bagi organisasi, terutama di
tengah situasi yang tidak menentu di era
adaptasi  kebiasaan baru. Dengan
menggunakan metode literature review,
penelitian ini merumuskan 4 aspek yang
membentuk  model kepemimpinan
adaptif, yaitu aspek antisipasi, artikulasi,
adaptasi dan akuntabilitas. Selanjutnya,
keempat aspek ini diterjemahkan ke
dalam karakteristik utama kelincahan
organisasi melalui 5 bidang utama
organisasi - strategi, struktur, proses,
orang, dan teknologi.

Hasil penelitian penelitian ini
terdapat indikator yang nilai tertinggi
dengan nilai indikator 4,655 terdapat
pada indikator kompetensi OA4 dengan
nilai loading factor 0,892 dengan
pernyataan Kompetensi SDM tersedia
untuk memberikan pelayanan cepat
kepada masyarakat. Artinya sebagian
besar responden menyatakan setuju
memiliki kompetensi SDM yang tinggi

untuk mendukung visi dan misi
organisasi.
Sedangkan indikator dengan

nilai terendah terdapat pada indikator
Kecepatan OA6 sebesar 0,808 dengan
pernyataan Organisasi cepat melayani
pelayanan masyarakat. Walaupun nilai
indikator kecepatan tergolong rendah
dengan nilai 0,808 namun berkategori
tinggi, dengan rata-rata responden
menjawab 5 atau sangat setuju.

Dalam mendukung kelincahan
organisasi dibutuhkan adanya dukungan
dari berbagai pihak serta penentuan
langkah strategis dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi dapat dilakukan dengan
cepat untuk mewujudkan tujuan
organisasinya.

Hasil penelitian menunjukan
bahwa indikator terbesar memiliki nilai
Komptensi SDM yang dimiliki oleh
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan saat ini
mampu memberikan pelayanan cepat
kepada masyarakat. Hal tersebut
didukung dengan kondisi pegawai
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Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang
memiliki rata-rata 75% usia relatif muda
antara 18-25 tahun.

Sedangkan harapan karyawan
adalah organisasi mampu mendukung
pelayanan kepada masyarakat secara
cepat. Hal ini dikarenakan jumlah
masyarakat yang dilayani oleh Politeknik
[lmu Pemasyakatan berjumlah banyak
yang meliputi peserta didik, dosen, dan

orang tua
D. Pengaruh  Kepemimpinan
Transformasional, e-government, dan

Organisasi Agility secara bersama-sama
berpengaruh terhadap motivasi kerja
karyawan di lingkungan Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan dalam menghadapi era
new normal

Pada pehitungan uji f yaitu F-
tabel 2,79 < F-hitung 27,75 yang artinya
bahwa Kepemimpinan transformasional,
e-government dan organisasi agility
secara bersama-sama berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap
motivasi kerja Pegawai Politeknik [Imu
Pemasyarakatan hal tersebut didukung
dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Setyadi, 2019) dan Anwaruddin (2017)
dalam penelitiannya menyatakan bahwa
sistem kepemerintahan yang otokratis,
tertutup tanpa kepastian hukum yang
jelas menuju ke sistem kepemerintahan
yang lebih demokratis, transparan
dengan meletakkan supremasi hukum
pada tatarannya. Perubahan ini terjadi
ketika dunia sedang mengalami
transformasi menuju era masyarakat
informasi. Kemajuan teknologi informasi
yang begitu pesat serta potensi
pemanfaatannya secara luas, membuka
peluang bagi pengaksesan, pengelolaan,
dan pendayagunaan informasi dalam
volume besar secara cepat dan akurat.
Kenyataan menunjukkan bahwa
penggunaan media elektronik adalah
faktor yang sangat penting dalam
berbagai transaksi internasional,
terutama dalam transaksi perdagangan.
Ketidakmampuan menyesuaikan diri
dengan kecenderungan global tersebut
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akan membawa bangsa Indonesia ke
dalam jurang digital divide, yaitu
keterisolasian dari perkembangan global
karena tidak mampu memanfaatkan
informasi.

Berdasarkan  hasil  analisis
artinya bahwa Kepemimpinan
transformasional, e-government dan

organisasi agility secara bersama-sama
berpengaruh signifikan secara simultan
terhadap motivasi kerja Pegawai
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan hal
tersebut didukung dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Setyadi, 2019) dan
Anwaruddin (2017) dalam penelitiannya
menyatakan bahwa sistem
kepemerintahan yang otokratis, tertutup
tanpa kepastian hukum yang jelas
menuju ke sistem kepemerintahan yang
lebih demokratis, transparan dengan
meletakkan supremasi hukum pada
tatarannya. Perubahan ini terjadi ketika
dunia sedang mengalami transformasi

menuju era masyarakat informasi.
Kemajuan teknologi informasi yang
begitu pesat serta potensi

pemanfaatannya secara luas, membuka
peluang bagi pengaksesan, pengelolaan,
dan pendayagunaan informasi dalam
volume besar secara cepat dan akurat.
Kenyataan menunjukkan bahwa
penggunaan media elektronik adalah
faktor yang sangat penting dalam
berbagai transaksi internasional,
terutama dalam transaksi perdagangan.
Ketidakmampuan menyesuaikan diri
dengan kecenderungan global tersebut
akan membawa bangsa Indonesia ke
dalam jurang digital divide, yaitu
keterisolasian dari perkembangan global
karena tidak mampu memanfaatkan
informasi.

Bedasarkan penelitian
menunjukan bahwa kepemimpinan
transformasional, e-government dan

organisasi agility secara bersama - sama
mempengaruhi motivasi kerja pegawai
pada Politeknik I[Imu Pemasyarakatan.
Sesuai dengan pehitungan uji f yaitu F-
tabel 2,79 < F-hitung 27,75, yang artinya
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responden dalam hal ini setuju dengan
adanya pempimpin yang progresif dalam
menjalankan kepemimpinannya dan
dukungan insfrastruktur teknologi dan
informasi yang memadai serta kecepatan
waktu pelayanan secara bersama-sama

dapat mempengaruhi motivasi kerja
pegawai Politeknik [Imu
Pemasyarakatan yang membawa

perubahan organisasi yang lebih baik
dan maju.

Sedangkan bentuk dari
organisasi yang melakukan peningkatan
motivasi yang dimiliki oleh karyawan
adalah berupa prestasi kerja yang
diperoleh. Hal ini terlihat dengan adanya
perolehan predikat Wilayah Bebas dari
Korupsi yang didapatkan oleh Politeknik
[Imu Pemasyarakatan pada tahun 2021.

SIMPULAN

Sesuai dengan penelitian yang
dilakukan, hasil analisis dan pembahasan
telah dijelaskan =~ pada  bab-bab
sebelumnya mengenai Pengaruh E-
Government terhadap Motivasi Kkerja
Pegawai Politeknik [Imu
Pemasyarakatan = Pegawai Politeknik
[Imu Pemasyarakatan dalam
menghadapi era new normal, serta
pengujian yang telah dilakukan maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a. Kepemimpinan

transformasional tidak berpengaruh
signifikan terhadap motivasi Kkerja
pegawai politeknik ilmu

pemasyarakatan dalam menghadapi era
new normal

b. E-government
berpengaruh signifikan terhadap
motivasi kerja pegawai politeknik ilmu
pemasyarakatan dalam menghadapi era
new normal

C. Organisasi agility tidak
berpengaruh signifikan terhadap
motivasi kerja pegawai politeknik ilmu
pemasyarakatan dalam menghadapi era
new normal

d. Kepemimpinan
transformasional, e-government dan
organisasi agility secara bersama-sama
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berpengaruh signifikan secara simultan
terhadap motivasi kerja pegawai
politeknik ilmu pemasyarakatan dalam
menghadapi era new normal
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METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang penulis
gunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif dengan studi
dokumen yang didapatkan dari
mengumpulkan dokumen-dokumen

resmi yang dikeluarkan oleh Komisi
Pemilihan Umum serta dokemen yang di
keluarkan oleh  Pemerintah yang
berkaitan dengan pengaturan cuti oleh
Pejabat Negara dalam Kampanye
Pemilihan Umum Calon Presiden dan
Wakil Presiden.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun

2004
Mekanisme cuti Kampanye
Calon Presiden dan Wakil Presiden telah
diatur dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum. Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden secara
langsung dimulai pertama kali pada
Pemilihan Umum Presiden 2004 dengan
ketentuan kampanye diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2004. Dalam peraturan tersebut
menerangkan yang dimaksud dengan
pejabat negara adalah Presiden, Wakil
Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota
dan Wakil Walikota. Sedangkan Cuti
adalah tidak masuk kerja berdasarkan
ijin dari pejabat yang berwenang dalam

2 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 2004
Tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh
Pejabat Negara hal 2-5
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kampanye Pemilihan Umum Anggota
Legislatif tingkat pusat sampai dengan
tingka daerah serta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang
dimaksud dengan Fasilitas Negara
adalah sarana dan prasarana yang
dibiayai dari APBN maupu dari APBD
yang penggunaannya berada di bawah
kewenangan Pejabat Negara dan tidak
termasuk kekayaan negara yang telah
dipisahkan. Kampanye pemilihan umum
calon Presiden dan Wakil Presiden
merupakan kegiatan dalam rangka
menyakinkan pemilih dengan cara
menyampaikan visi, misi dan program
dari pasangan calon presiden dan wakil
presiden.? Dalam melaksanakan
kampanye calon Presiden dan Wakil
Presiden yang dilakukan oleh Pejabat
Negara. Pejabat negara yang
bersangkutan harus melaksanakan cuti
dan dalam masa cuti pejabat negara tidak
menggunakan fasilitas negara.? Prosedur
pengajuan cuti untuk melaksanakan
kempenye oleh pejabat negara
dilakukan sebagai berikut:# (a.) Menteri
kepada Presiden; (b.) Kepala Daerah
Tingkat [ kepada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri; (c.) dan untuk
Kepala Daeah Tingkat II kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Gubernur. Setelah
pengajuan cuti dilakukan kepada
Presiden dan menteri dalam Negeri
memberikan ijin dengan memperhatikan
ketentuan sesuai peraturan perundang-
undangan. Pengajuan cuti dalam
melaksanakan kampanye calon Presiden
dan Wakil Presiden dilakukan paling
lambat 12 (dua belas) hari sebelum
pelaksanaan Kampanye Pemilu. Dan cuti
disetujui selambat-lambatnya 4 (empat)
hari terhitung mulai tanggal diterimanya
permintaan.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh
Pejabat Negara hal 2-5

4 Ibid.
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2. Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun
2009

Penyelenggaraan Kampanye
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden tahun 2009 diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Teknis Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden pada
bagian kedua (Cuti dan Status Non Aktif
Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden). Dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
pasal 51 sampai denga pasal 55. Dan di
dalam peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 28 Tahun 2009 juga
mengatur tentang kesepakatan antara
Presiden dan Wakil Presiden dalam
melaksanakan  kegiatan = kampanye.
Sedangkan prosedur pengajuan cuti
pejabat negara diatur dalam Pasal 57

dengan ketentuan sebagai berikut
Pejabat Negara yang cuti dalam
melaksanakan Kampanye Presiden dan
Wakil Presiden. Untuk Mentri diatur oleh
Mentri Sekretaris Negara dan dilaporkan

kepada  Presiden dan  sebelum
pelaksanaan kampanye mentri
sekretaris = negara = menyampaikan

kepada mentri yang bersangkutan serta
kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum Menteri yang bersangkutan
memulai kampanye; dan untuk Kepala
Daerah yang berasal dari partai politik
dan yang bukan berasal dari partai

politik dalam status sebagai tim
kampanye dan/atau pelaksana
kampanye diatur oleh Sekretaris

Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota,
serta dilaporkan kepada pejabat negara
yang bersangkutan dan kepada KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum mulai
masa kampanye. Dalam pengaturan cuti
oleh pejabat negara dilakukan dengan

5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden hal 24-25
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tetap memperhatikan misi  dan
kelancaran pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan Negara.
Pada Pasal 61 Menteri Sekretaris Negara
menyampaikan Jadwal cuti Kampanye
Presiden dan Wakil Presiden kepada
Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7
(tujuh)  hari  sebelum  mulainya
masakampanye.>

3. Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun
2014

Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden tahun 2014 dilaksanakan
pada tanggal 9 Juli 2014, Komisi
Pemilihan Umum telah mengeluarkan
Peraturan Mengenai Kampanye Presiden
dan Wakil Presiden tahun 2014 dalam
Pertauran Komisi Pemilihan Umum
Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Kampanye Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur
dalam PKPU tersebut pada Bab VII
Kampanye oleh Presiden dan Wakil
Presiden serta Pejabat Negara, Pada
Peraturan ini yang mengatur tentang cuti
Kampanye pejabat Negara terdapat pada
pasal 44. Pejabat Negara (Presiden dan
Wakil Presiden, menteri, Kepala daerah)
dalam melaksanakan Kampanye
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
wajib menjalankan cuti; memerhatikan
keberlangsungan tugas penyelenggaraan
negara dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dan menjamin
terwujudnya misi dan kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan negara,
serta asas-asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Dan dalam
melaksankan cuti Presiden dan wakil
presiden membuat kesepakan untuk
melakukan kampanye, sesuai dengan
jadwal Kampanye yang telah ditetapkan
oleh KPU. Jadwal Cuti Presiden dan Wakil
Presiden disampaikan oleh Mentri

6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16
Tahun 2014 Tentang Kampanye Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014 hal 22-25
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Sekretaris Negara kepada KPU paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum mulainya
masa Kampanye. Prosedur yang harus
dilakukan  pejabat negara dalam
melaksanakan cuti Kampanye yaitu
menteri kepada Presiden; Kepala Daerah
Tingkat [ kepada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri; Kepala Daerah
Tingkat Il kepada Menteri Dalam Negeri
melalui gubernur. Setelah pengajuan cuti
Presiden dan Menteri Dalam Negeri
memberikan izin dengan memerhatikan
ketentuan Perundang-undangan dan
untuk Permintaan cuti pejabat diajukan
paling lambat 12 (dua belas) hari
sebelum pelaksanaan Kampanye. Serta
Pemberian cuti diselesaikan paling
lambat 4 (empat) hari terhitung mulai
tanggal diterimanya permintaan dari
pejabat yang bersangkutan.

4. Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun
2019

Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden tahun 2019 merupakan
Pemilihan Umum  pertama yang
diselenggarakan bersamaan dengan
Pemilihan Legislatif sehingga Peraturan
yang mengatur tentang Kampanye
Pemilihan Umum Tahun 2019
digabungkan antara Pemilihan Legislatif
dan Pemilihan Eksekutif yang diatur
dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum nomor 23 Tahun 2018 tentang
Kampanye Pemilihan Umum yaitu pada
Bab VI Kampanye Pemilu oleh Pejabat
Negara, adapun yang mengatur tentang
cuti pejabat Negara terdapat pada Pasal
60 sampai dengan pasal 62. Dalam
pelaksnaan kampanye Pejabat Negara
tetap memerhatikan keberlangsungan
penyelenggaraan pemerintahan baik di
pusat maupun di daerah. Presiden dan
wakil presiden yang sedang menjabat
dan telah ditetapkan sebagai calon

7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan
Umum hal 45
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Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU
dalam melakukan kampanye harus
memerhatikan  pelaksanaan  tugas
negara, Presiden dan Wakil Presiden
yang ditetapkan sebagai calon wajib
menjalankan cuti di luar tanggungan
Negara dan Pelaksanaan cuti Presiden
dan Wakil Presiden tidak dilakukan pada
waktu yang sama. Cuti tidak dilakukan
apabila Kampenye  dilakukan pada
waktu libur dan Cuti dilaksanakan
berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan. Dan untuk pejabat
negara yaitu Menteri, Kepala Daerah
Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II
sebagai anggota Tim Kampanye
dan/atau Pelaksana Kampanye dapat
diberikan cuti di luar tanggungan negara.
Cuti menteri diberikan oleh Presiden.
Cuti Kepala Daerah Tingkat I dan
Kepalah Daerah Tinkat II diberikan oleh
menteri dalam negeri. Serta Cuti dapat
diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap
minggu selama masa Kampanye. dan
Menteri, Kepalah Darah Tingkat I dan
Kepalah Daerah Tingkat II yang
melakukan Kampanye pada hari libur
tidak memerlukan cuti. Pelaksnaan cuti
berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan. Surat cuti
disampaikan = kepada  KPU, KPU
Provinsi/KIP  Aceh, atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya
paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum
pelaksanaan Kampanye.’

Pelaksanaan Kampanye pada
setiap pemilihan Umum Presiden dan
Wakil presiden yang dilakukan secara
langsung yaitu mulai dari pemilihan
Presdien pada tahun 2004 sampai
dengan penyelenggaraan pemilihan
presiden secara serentak bersamaan
dengan pemilihan legislatif telah diatur
didalam peraturan pemerintah maupun
peraturan Komisi Pemilihan Umum
khusus tentang Kampanye pemilihan
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umum Presiden dan Wakil Presiden. Ada
sedikit perbedaan yang ada dalam PKPU
nomor 23 tahun 2018 dengan Peraturan
yang mengatur masalah Kampanye pada
tiga pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden sebelumnya yaitu pada
pengaturan cuti pejabat Negara pada
pemilihan umum tahun 2019 tidak
mengatur tentang pengajuan cuti
Presiden dan Wakil Presiden oleh Meteri
Sekretaris Negara kepada KPU paling
lambat 7 hari sebelum melaksankan
Kampanye serta waktu untuk pengajuan
cuti bagi pejabat Negara pada Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
sebelumnya sangat jelas diatur berbeda
dengan pengaturan cuti kampanye pada
Pemilihan Umum tahun 2019.

KESIMPULAN

Selama empat kali pemilihan
langsung untuk Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden dilakukan diindonesia,
pemilihan Umum Tahun 2019 yang
menggabungkan antara  Pemilihan
Legislatif dengan Pemilihan eksekutif,
pemilihan Umum yang dilakukan pada
tahun 2019 sangat menguras waktu dan
Tenaga baik itu bagi peserta Pemilu
Maupun bagi penyelenggara Pemilu. Ini
dibuktikan dengan banyaknya hal-hal
yang terjadi sampai dengan
meninggalnya ratusan anggota KPPS
karena kelehan, tahapan yang dijalankan
oleh Komisi Pemilihan Umum yang
dimulai pada September 2017 sampai
dengan April 2019. Tahapan yang telah
diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, program dan Jadwal
Pemilihan Umum tahun 2019 mengalami
tiga kali perubahan ini disebabkan
karena adanya tambahan kegiatan yang
diluar rancangan yang mengakibatkan
bergesernya tahapan yang telah
ditetapkan seperti pengadaan dan untuk
logistic pemilu yang kurang berjalan
dengan semestinya.

Kampanye merupakan salah
satu tahapan yang harus dijalani baik
oleh peserta Pemilu dari partai Politik
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maupun dari pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden, pengaturan
kampanye pemilu tahun 2019 yang telah
didiatur dalam Undang-undang nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan umum
dan diatur lebih lanjut dalam Perturan
Komisi Pemilihan Umum nomor 23
tahun 2018 tentang Kampanye
Pemilihan Umum, di dalam PKPU ini
telah diatur secara menyeluruh tentang
mekanisme kampanye yang harus
dilakukan pada Pemilihan Umum
serentak tahun 2019. Ditambah dengan
keluarnya Keputusan Mahkama
Konstitusi yang menyatakan Presiden
dalam melaksanakan Kampanye tidak
perlu melakukan cuti, keputusan
Mahkama konstitusi ini keluar karena
adanya gugatan sekelompok mahasiswa
Universitas Islam As-Sayfiiyah yang
mempersoalkan pelaksanaan kampanye
capres petahana. Dalam gugatannya,
para mahasiswa ini menganggap capres
petahana saat ini-Joko Widodo, tak bisa
cuti lantaran agenda presiden dianggap
padat dan kampanye bisa dilakukan pada
saat libur.

Saran

Pemilhan Umum Presiden dan
Wakil Presiden yang dilakukan secara
langsung telah dilaksanakan selama
empat kali, seharusnya regulasi yang
mengatur tentang cuti kampanye pejabat
Negara harus diatur lebih jelas dan tegas
karena dengan peraturan yang telah ada
sekarang menambah ketidak tegasan
atas aturan yang telah dipakai selama
pemilihan umum presiden dan wakil
presiden yang telah dilaksanakan pada
tahun 2004, 2009 dan 2014. Agar
pelaksanaan pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden yang akan kita
laksanakan selanjutkan dapat
menghasilkan Pemilihan Umum yang
lebih berkualitas dan berintegritas.
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